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trahwa lingkungan hidup rnerupakan sumber daya yang perlu
diperlihara fungsr dan kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi
hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup tainryra baik
unhrk generasi sekarang maupun untuk unsa yang akan datang;

bahwr untnk menjamin fungsrr dan menjaga kdesterian
linghungan hidup tersebut dalam huruf a, perlu dilaksanakan
upaye pengelolaan, pembinaant pengawasen dan pengendalian
seila pemantauan secara berkelanjutan;

bahwa benlasarkan penimhengan temehut dalam humf a dan b,
perlu menetaphan Perahrran Daerah tentang Kajian Linghungan

Ilndang-flndang Nomor r4 Tahun tg5o tenteng Pembentukan
Daerahdaerah Kabupaten Dalam tinglungan Propinsi Jawa
Barat (Beritr Negnra'l'ahun rgbo Nomor 43);

h.

Mengingat

c.

: 1"

2. Undang-Undang Nomor u Tahun tg74 tentang Pengairan
$.embaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomorlo+6);
Ilntlang-Undang Nornor I Tahun r98r tentang Hukum Aeara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76,
fambahan Lembaran Negara Re,publik lndonesia Nomor gzog);

Undang-Undang Nomor g 'l'ahun t9E4 tentang Perindusnian
(L^cmbaran Ncgara Tahun 1984 Nomor aa, Tambahan Lembaran
Negara Nomor gz74ri

ITndang-Ilndang Nonmr 5 Tahun rggo tentang Konsenmsi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Iembaran Negara
'lbhun tggo Nomor 49, 'fambahan lembaran Negara Nomor
JA^rr,
Ilndang-tlndang Nomor z3 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Linglrungan Hidup (Lembaran Negara Tahrm 1997 Nomor 68,
l'ambahan lrmbaran Negara Nornor S@9);

Undang-Undang Nomor 3a'lhhun aoo4 tentang Pemerintahan
Daerah (kmbaran Negara Tahun aoo4 Nomor ra$ Tambahan
Inmbaran Negara Nomor 4$fii

3.

4,

-b.

6,

7.



8. Perahran Pernerintah Nomor z7 Tahun 1989 tentang Pelalaanaan
Ilukum Acara Pidana (Irmbaran Negara Tahun rgBg Nomor 38
lbmbahan Lembaran Negnra Nornor .iaSg );

9. Peraturan Pemerintah Nomor rB'l'ahun rgggrtentnng Pengelolaan
Umbah Bahan Berbahaya dan Beracun (I"embaran NegaraTahun
1999 Nomor gr, Tambahan Lemberan Negara Nomr gSrS)
se.bagrimana telah diubah dengan Peraturap, Penrcrintrh Ncrmor
8O Tatrun 1999 fl.embaran Negara Tahun 1999 Nomor r9o,
'lbmbahan Iembaran Negara Nomor s91o);

10. Peraturan Pemerintah Nomor z7 'fahun 1999 tentang Analisis
It{engenai Dampak Lfngkungan (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomr Sp, Tamhhan lernbaran Nepra Nomor gBSS);

11,. Pernturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2ooo tentang
Korenangan Pemerintah den Kewenaqgan Propinsi sebagai
Daemh Otonom (Lrmbaran Negnra 'I'ahun 2ooo Nomor Ei4,
Tambahan lembaran Negara llomor gg5a);

ta. Peratrran Dae,rah Pmpinni Jawa Barat Nomor re Tahun 1999
tentang Tata Pengaturan Air;

13. Peraturan Daernh Peraturen Daenah Kabupaten Cianjur Nomor
oe Tahun 2oo1 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyusunan
Perahrran Daerah dan kmbaran Daerah jo. Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor a Tahun goo6 tentang Perubahan
Pertama atas Peraturan Daerah Nomor oe Tahun 2oo1 tentang
Tata (hna P. e.nerbitan dan Penyu$lnan Pereturan Daerah dan
Lembaran Daerah;

14. Peratumn Dae.rah Kabrrpate.n Ganjur Nomor o3 Tahun zoor
tentang Penyidik Pegarvai Negeri Sipll.

Dengan Penehrjuan Bemama

DEWAN PERWAKIIAT.I RAIffAT DAEMTI I(ABT]PATIIT.I CIANJUR

dan

BT'PAIiI CIANJUR. 
:

MEXiIUTUSKAI{:

Menetapkan : PF.RATURAN DAERAH TF,NTANG KAIIAN LINGKUNGAN.

BAB I
KETI,NTUAI{ T]MUM

P. anal r

Dalam Pemtrr*n Dae.rnb ini, yangdimaksnd dengan :

1. Daerah ()tonom selanjutnya disehrt Dee,reh adalah kesatuan
mapy'arakat hukum yary nrempunyai batas daerah tefienhr
benrenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
seteryat menunrt prakarsa sendiri berdesaLh!$ ciganisasi
mas5xaralut dalam ilatan Negara Kesatuan Repubfik Indonesia.

2. Pemerinteh Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu
Bupati besefia Peranglat Daerali Oiriiism yang lain sebagai badan
eksekutifdaerah.

-a" Bupati adalah Bupati Cinnjur.



4. Instensi adalah infinsi yang seana teknis mengendalikan
Iingfungan hidup di Kabupaten Cianjur.

S. Dewen PenraHlan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Penrakilan ltakyat Daerah Kabupaten
Cianjur.

6. Kepala Instansi adalah kepala instansi yang s€caf,a teknis
rnengelola linglnrngan hidup l(abupaten Cianjur.

7, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan selanjutnya disebut
AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting mahr
usaha dan/atau kegiahn yang direncanalon pada lingkurgro
hidup 

''ang 
diperlukan bag px,s€xr pengambilan keputusan

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiaten yant menrpakan
bagian ke.giatan shrdi kelayakan l€ncnne nsaha dan/atau kegiatan.

B. Kerangfu Acuan Analisis Dampak Lingf,ungan selanjutaya KA-
AltDAL adalah rueng lingkup kajian analisis nrengenai dampak
linglrmgan hidup''ang lnenrpakan hasi! pdingkupan.

9. Analinis Dampalr lingkungan Hidup selanjutnya disebut ANDAL
adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang danpak
besar dan penting suahr r€ncana usaha dan/atau kegiatan.

lo. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjuhya disebut RKL
adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap
iilgkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha
dan/atau kegiatan.

lt. Reneana Pemantau4n Lingkungan selanjutnya disebut RPL adalah
upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena
dampak besar dan penting akibat dari rcncana usaha dan/atau
kegiatan.

12. Ilpaya Pengelcrlaan fingkungan Hidup selanjutnya UlC, adalah
upaya penanganan rtampak penting terhadap lingkungan hidup
yang ditimbulkan akibat dari rcncana usaha dan/atau kegiatan.

1g. Upa.va Pemantauan Lingkungan Hidup selan$uhya disebut UPL
adalah upaya pemantauan komponen linglmngan hidup yang
terkena riampak penting akibat dari rencena useha dan/atau
kegiatan.

14. Pemohon adalah orang dan atau badan hukum dan/atau
pemerintah yang bertanggung jawab ahs $rahr rcncana usaha
dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

15. Komisi penilai adalah komisi yang bertugas menilai dokumen
kelayakan lingkungan, baik berupa AIVIDAI+ UKL dan UPL yang
diteapkan oleh Bupati.

16" Radan adalah badan rrsaha ynng meliputi perseman terbatas,
perseroan kornanditer, persenoan lainnSra, badan usaha milik
negara atau daerah, dengan narna dan bentuk apapun,
persekuuan, perkumpul"T, fi5ma, kongsi, koperasi,-yayasan atau
organisasi yant sejenis, lembaga dana pensiun, bennrk usaha
te-tap serta bbntuk badan usaha leinnya.

12. Penrnmaran linghrngan adalah tercemarnya sumber daya akibat
bahan hasil sampingan kegiatan ekonomi atau proses produksi
atau pennukiman yang rnasuk atau dimasukkan ke dalam sumber
d.rla dalarn jumlah atau kandungan Ertentr akan nnenyebabkan
perubahan kuaiitas iingkungan.
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18. Kemsaken hng$mgan adelah suahr pembahan langmng atau
tidak langlung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang
mengakibatkan -lingkungan hidup tidak berfungpi lagi dalam
menunjang pembangunan berkelanjutan.

BAB II
MAKSIIID DAIiITUJUAI{

Pasal e

(1) Malaud dilaksanakanny? kajian hngkungen adalah sebagai upaya
pencegahan, penanggulangan dan pengendalian kenrsakan
linglong"n hidup.

(z) 't\juan kajian lingkungan, adalah agar setiap onang atau badan
usaha yang akan melakukan usaha dan/atau kcgiatan yalg dapat
menimbuikan darnpak terhadap lingkungan dapat diketahui dan
diatasi.

BAB III
KA,IIAN I.INGKUNGAN

pasal3

0) .Setiep oreng atart hadan rrsaha yang ekan melaksanakan usaha
dan/atau kegiatan, wajib dilengliapi dengan kajian linghungan
sebagar persyaratan untuk memperoleh ilin lainnya.

(g) Setelah diterbitkannva ljin Peruntukan Fenggunaan 'lhnah
$PPT), maka ijin lainnya ddak dapat diterbitkan sebelum adanya
kaiian iingkungan.

(3) Pelanggaren terhadap ketentnan sebagaimana dimaksrrd pada
alat (e) dapat berakibat batalnya perijinan.

(4) Kajian lingknngan sehagaimnna dimaksud pada ayat (r), terbagi
-+^- .d.tdtt .

^. AMDAI., rrntuk usaha dan/atau kegiaun yang mempunyai
dampak besar dan penting terhadap linglrungan;

h. IIKL dan IIPL, unfirk usaha dan/atau kegiatan selain tersebut
dalamhuruf a.

(S) Kajinn lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (r), terdiri
dari g (tga) komponen, y'aihr :

a. I(A ANDAL;
b. RI(L;
e^ RPL

(6) I{lasifikasi usaba dan/atau kegiatnn yeng diwajibkan AMT)AI,
UICL/ UPII akan diatur lebih lar$ut oleh Bapati.

(Z) Tatn eara Jnngalran kajian hngkungan akan diatur lebih lanjnt
oleh Bupati

BAB TV

KOMISI PENII^AI

Pasal 4

(l) Penilnian terhadnp kajian linglmngan unhrk AI\,IDAI+
diiahsanakan oleh komisi p€nitai yang keanggotaannya terdiri dari
dinas/instensi terkait lembaga swadaya maryrarakat yang
bcrgcrak di bidang lingtmngan hidup, dan unsur perguruan tingg.
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(a) Pembentukkan komisi penilai mbagaimana dimaksnd pada ayat
(r), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

G) Hasil penilaian komisi sebageimrna dimal$ud pda ayat (r)
sebagai baban Bupati dalam pemberian atau penolakan kajian
lingf,ungan.

BAB V
TATA CARA DAIV KEWAIIBAN

Bagian Pertama

Tata (hra

Pasal g

(1) tlntut mempemleh kajian linglcungrn rebagaimana dimaksud
Pasal 3 ayat (r), pernohon menyampaikan secara
terftlis kepada Bupati melelui lnstansi.

(z) Syarat-syarat permohonan kajian lingkungan sebagaimana
dimaksud ayat (r), terdiri dari :

a. Dokurnn r€ncana usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilaksanakan;

h. Surat persetujuan rcnatna usaha dan/atau kegiatan dari
pejabet yang berwenang;

c" Surat pernyeteen kesanggnpan menyrmpaikan lalnran
pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan [ngtungan secara
berkala;

d.. Srrrat pernyataan kesanggrp,an be.rsedia untuk diperilca oteh
pefirgas dad dinas/instansi yang benrenang.

Bagian Ketlua

Kan'ajiban

Pasnl 6

Pemegang lrajian linglnrngan herkelvajiban, untuk :

a. menteati segala kete.ntran yang telah ditetapkan dalam ka$an
kelai'akan lingliungan ;

tr. melagnrkan kepada instansi apabila ada perubahan dan
penambahan kapasitas kegiatan.

BABVI

PENOIAKAI.I, PEMBTIIALAIiI DAt{ IADALUARSA

Bagian Pertama

Penolaken

Pasal 7
(1) Pe.rmohonan kajian lingtmngan depet ditolak apabila pemohon

tidak melen6liapi Pers)''aratan sebagairnana dimaksud dalam
Pasal5 ayat (e).

(e) Penolakan sebagaimrna dimrkfud pada e)rrt (1), dibedlnn
selambat-lambatnp 30 (tiga puluh) hsd br$ setelah
permohonan diterima.
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Bagan Kedue

Pembahlen

Pasel 8

Kajlen lingkungen depatdibaalken apabila :

a. Plndah atau nrerubah loknsi deri rcncana yangmdah diajukan;

b. Merubah ateu rrenambah desain, prooeq kapasitas bahan hlu
dan bahanpenolong;

c. Terjatli pembehan linghrngan yang sengat mendasar akibat
peristiwa alam atau keadaan akibat lain sebelum dan atau pada
waktu ketietrn dilaksanakan

llagian lGtiga

I&daluarsa

Pasal 9

G) Kajian linghrngan dinptakan kadaluana rpabila pemohon tidak
melaksanakan usahe atau kegiatan dalam jangk" walinr g (uga)
tahun sejak dikeluarkannva kajian lingkungnn.

fg) Apabila pemohon alun rnelanjutkan kembali usaha atau
kegiatannya, rnaka hartrs mcngajukan kembali pennohonan kajian
iingtcrmgan kepada Bupati melalui Instansi.

BAB VII
PEMBINAA}.I DAT.I PENGAWASA}iI

Pasal ro

(t) Pembinaan dan pengf,wnsan terhadap pJeksanaan kajian
lingf,ungan, dilalaanakan oleh instansi dan pejabat yant
benrenang.

(s) lnstansi dan pejabat yang benvenang sebagaimana dimaksud
pada a1'at (r), rmjib melaporkan kegiatannya kepada Bupati.

Pasal rr

IJntuk kepentingan pembinaan dan pengawasen sebagaimana
dimaksud pada Pasal ro, setiap pemegant lnjian lingkungan wajib
memberikan kecempatan kepada peftgas unfirk mengadakan
pemeriksaan dan memperlihatkan data yang dilnrlukan.

BAB VIII
KETENTUAIiI PIDAT.IA

Pasal re

(1) Bamngsiapa melanggar kete.nhran sebagaimana dimaksud pada
, Pasal 3 ayat (r), disncem pidana kurungan paling lama 6 (enam)

bulan atau denda sebanyak-banyaknya ttp 5o.ooo.ooo,oo flima
puluh juta nrytah).

Tlndak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah
pelanggaran.

Selain tindak'pidana sebagairnana dimaksud pada ayat (a), tindak
pidana ]rang menyebabkan kerusakan dan penoemaran
lingkungan, diancam pidana sesuai dengan pereturan penrndang-
undangan yang berlaku.

(e)

(s)
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(+) Dende sebagaimana dimaksud pada ayat (r), mempakan
pendapatan daerah.

BAB IX
PEI{IYIDIIGI\I

Pa^sal r3

Penyidikan terhadap plan$aran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat
(a), dilaksanakan oleh penfdik umum dan atau lenyidik Pegawai
Negen $ipil, yant pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan
perahuan pemndangrundangan yang berlaku.

Pasrl r4

(1) f)alam melaksanaken hrges penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana dimalsudpada Pasal t3, bent'enang :

a. menerima laporan atarr pe.ngaduan dari ssseorang tentang
adanla tindalipidana;

h. melakrrken tindekan prtama pada saat di te.mpat kejadian;

e.. menyunrh berlrenri seorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal diri tersangfu ;

d. melahrkan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan benda;

e.' mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. memanggil orang untrk didengar dan diperiksa sebagai
temangka atau saksi;

g. mendatanghan tenaga ahli yang diperlukan dalarn
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. mengadakan peng[entian penyidikan;

i. mengadakan tindaken lain menumt hulum ]rang dapat
dipertanggungiawabkan.

(z) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya
sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Lfepublik
lndonesia.

BAB X

KHTENIUAN PERALIHAN

Pasal r5

Dengan berlakrrnya Perafirran Dae.rah ini, maka kajian lingkungan
i?ngdikeluarkan aebelumnya masih tetap berlaku sampai berakhirnya
kajian lingkungan yang bersangkutan.

BABXI

KETBNTUAI.I PENIJTUP

Pa.qal 16

Hal-hal yang belrrm diatur dalam Pe.raturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanannya akan diahr lebih lanjut oleh Bupati.
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Pasal r7

Peretunen Drerah ini mulai tp.rlahl pada tenggal diundangkan.

lgar eetiep_orant pgnqe.tahuinya, memerintehken Jrengrrndangen
Peratran Daerah ini dengan penempatannya dalim -Lemb#an
Itaerah.

Ilitetaplran di Cienjrlr.
:rtq.l+ tc=c-^! ^^ f..l: a,aesE
1/d.ud. r.arrlflff ant c, ii-I <'iiiJGt

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJET.IEP MUCTITAR SOI.EH

Diundahglrsn di Cienjur
tfta l..ll sa,ACAV d trll 4\rut

ISDAERArI.

I"R,MBARAN DAERATI IGBUPATEN CIANJUR NOMOR o+ TATIUN
aaaG GDDT fl3l!rLri, rr& tl t/.

RNA


